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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa tata kelola data bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Mojokerto telah dil-

aksanakan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi Kemen-

terian Sosial, pemerintah kelurahan, RT/RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecama-

tan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), surveyor lapangan, 

dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam setiap tahapan pengelolaan 

data, mulai dari pengusulan, verifikasi, validasi, pemutakhiran data, hingga peneta-

pan penerima bantuan sosial. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut 

mendukung terselenggaranya pengelolaan data yang lebih terkoordinasi sehingga 

penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa interoperabilitas data bantuan so-

sial telah didukung melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional 

(DTSEN) sebagai basis data utama dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) sebagai identitas tunggal dalam proses pencocokan data. Kualitas dan keaku-

ratan data diperkuat melalui mekanisme verifikasi dan validasi secara berjenjang 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, integrasi 

sistem informasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga 

proses pertukaran data masih memerlukan koordinasi antarlembaga. Selain itu, 

dinamika perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan proses 

pemutakhiran data belum selalu dapat mengikuti perubahan yang terjadi secara ce-

pat. 
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Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran penyalu-

ran bantuan sosial di Kota Mojokerto dipengaruhi oleh kualitas tata kelola data, 

interoperabilitas sistem, serta keberlanjutan proses verifikasi dan pemutakhiran 

data. Ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam menghasilkan data penerima 

bantuan sosial yang lebih akurat sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 

dapat berlangsung secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut. 

1) Bagi Dinas Sosial Kota Mojokerto, disarankan untuk terus meningkatkan 

koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, TKSK, pen-

damping PKH, serta instansi terkait dalam proses pembaruan data bantuan so-

sial. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan data secara berkala dan berkelanju-

tan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera tercermin 

dalam basis data. Penguatan interoperabilitas data melalui integrasi sistem in-

formasi antarlembaga juga perlu ditingkatkan sehingga proses pertukaran data 

dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan mendukung penyaluran bantuan so-

sial yang tepat sasaran. 

2) Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan tata kelola data bantuan 

sosial, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial 

Ekonomi Nasional (DTSEN). Penguatan mekanisme verifikasi dan validasi 

lapangan, percepatan pembaruan data, serta peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data diharapkan mampu 
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meminimalkan terjadinya inclusion error dan exclusion error, sehingga efek-

tivitas pelaksanaan program bantuan sosial dapat semakin meningkat.  

3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian 

mengenai tata kelola data bantuan sosial dengan cakupan wilayah yang lebih 

luas atau membandingkan implementasi tata kelola di beberapa daerah. 

Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau 

mixed methods untuk mengukur tingkat interoperabilitas data, kualitas data, 

maupun efektivitas ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial secara lebih 

komprehensif. Selain itu, penggunaan teori lain sebagai pembanding terhadap 

teori governance menurut Rhodes juga dapat memberikan perspektif yang 

lebih beragam dalam menganalisis tata kelola bantuan sosial di Indonesia.  

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola data bantuan sosial di Dinas Sosial 

Kota Mojokerto, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 

1. Penguatan interoperabilitas data antarlembaga. Dinas Sosial Kota Mojokerto 

perlu memperkuat interoperabilitas data dengan instansi terkait, seperti Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kelurahan, serta instansi lain 

yang memiliki data pendukung. Integrasi data yang lebih baik diharapkan 

mampu mempercepat pembaruan informasi mengenai perubahan domisili, sta-

tus kependudukan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga 

proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif. 

2. Optimalisasi mekanisme pemutakhiran data secara berkala. Pembaruan data 

penerima bantuan sosial perlu dilakukan secara rutin melalui verifikasi dan val-

idasi lapangan dengan melibatkan RT/RW, TKSK, pendamping PKH, serta 
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pemerintah kelurahan. Mekanisme ini penting untuk mengurangi terjadinya in-

clusion error dan exclusion error, sekaligus memastikan bahwa data penerima 

bantuan sosial selalu mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. 

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data. Dinas Sosial perlu 

menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi petugas pengelola data, sur-

veyor, maupun pendamping sosial terkait pengelolaan DTSEN, interoperabili-

tas data, validasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan 

kompetensi tersebut diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan 

yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

4. Penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah 

perlu mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat, baik melalui aplikasi Cek 

Bansos maupun layanan pengaduan di tingkat kelurahan dan Dinas Sosial. 

Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perubahan kon-

disi sosial ekonomi maupun dugaan ketidaktepatan sasaran dapat menjadi sum-

ber data penting dalam proses pemutakhiran data bantuan sosial. 

5. Pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mengkaji implementasi tata kelola data bantuan sosial dengan menggunakan 

pendekatan komparatif antar daerah atau mengombinasikan pendekatan kuali-

tatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai efektivitas interoperabilitas data, kualitas data, serta ketepatan sasa-

ran penyaluran bantuan sosial di Indonesia.Rekomendasi tersebut telah disusun 

agar konsisten dengan teori Governance Rhodes, yaitu menekankan penguatan 
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jaringan antarlembaga, koordinasi, interoperabilitas data, kualitas data, dan 

ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial 
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